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SALINAN,
& . . PRESIDEN ‘ .
REF’L}ELIK INCONESIA - . e
'JUNDﬁNGrUNDANG.RE?&EﬁIK”INDﬁNESiﬁ:' N ‘"”“7/" """
NOMOR - 8- TAHUN, 1974 .
' TENTANG:

POKOK-POKOK KEPEGAWATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA ;

N ] )

PRESIDEN REPUBLIX INDONESIA, \

a. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional &h-
itu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, v
dan berkeseimbangan materiil dan spirituil, diperlukan.
adanya Pegawal Negeri sebagail Warga Megars, unsur Av -

{ ratur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat VANg

N e . . . .
penuh keSetiaan dan ketaatan kepada Pancusila, Undang-

~undang Dasar 1945, Megara, dan Peierintah serta yang
bersatu padu, bermental baik, berwibvewa, berdaya-guna,
bersih, bermutu tinggi, dan sadar-akan tanggungjawab-
nya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pem-

“bangunan ;

- b, bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri vang demikian

Mengingat .

110031

itu, dipérlukaq adanya suatu Undang—undangvéhng meng -
- atur kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan Pegawai
" Negeri yang dilaksanakan berdasarkan sistim karier dan

sistim prestasi kerja ; '
c. bahwa Undang—undaﬁg Nomor 18 Tahuﬁ 1961 téntang Keten-
tuan-ketentuan Pokok Kepegawaiaﬁ (Lembaran Negara Ta-
hun 1961 N@mor 263) dan beberapa peraturan perunjang-
dndgngan.iaiﬁnyé yang berhubungan dengan itu, dianggap
Tidék sesual 1§gi, maka oleh sebab ity perlu diganti.
1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 27, dan 28 Un-
dang-undang Dasar 1945 ; :

2, Ketetapanh  .........



Menetapkan

2. Ketetapan Majelis Permusydawaratan Rakyat Republik In-

. donesia Nomor IV/MPR/1973'tentang Garis-garis  Besar

Haluan Negara.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 1In-

donesia;

MEMUTUSEKAN

: UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK KEPECAWAIAN.

B AR I
PENGERTIAN
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan

a. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi
Syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang
berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Ne-

_geri atau diserahi tugas Negara lainnya yépg ditetap-
kan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan
dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku ;

b, Pejabat yang berwenapg adalah pejabat yang mempuﬁyai
kewenangan mepgangkat dan atau memberhentikan Pegawai
Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku ; .

¢. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutip
yang ditetapkan_berdasarkan‘peraturan perundang-undangan
termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan Lem-
baga Tertinggi/Tinggi Negara dan kepaniteraan Pengadil-

an ;

d. Atasan ........



d. Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedu-
dukan atau jabatannya membawahi seorang atau lebih Pe-
_gawal Negeri ;

e. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena  ja-
batan atau tugasnya berwenang,melakukan tindakan hukum
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Pasal 2
(1) ngawai_Negeri terdiri dari
a. Pegawal Negeri Sipil; dan
b. Anggota Angkatan Bersenjata Republlk Indone51a
(2} Pegawai Nggeri Sipil terdiri deri :
a. Pegawai Negeri Sipil Pusat ;
b. Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan deﬁgan
Peraturan Pemerintah. '

BAB Iz
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

Pegawal Negeri adalah unsﬁf Aparatur Negara, Abdi Ne-

. gara, dan Abdi Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan

ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Ne-

~gara, dan Pemerintah menyelenggarakan tuga pemerintahan

dan nﬂmbangunan

Bagian Kedwa ..,.



Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan

taat sepenuhnya

kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara, dan

Pemerintah.

Pésal 5

Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati |segala peraturan

perundang- undangan yang berlaku dan melaksanakan Lugas
kedinasan yang dipercayakan kepadanya deAgan penuh peng -

abdian, kesadaran, dan tanggungjawab.

Pasal 6

(1) Setiap Pegawai Negeri wajib menyimpan

rahasia jabatan.

(2) Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan rahasia ja-

batan kepada dan atas perintah pejabat
atas kuasa Undang- undang.

Bagian Ketiga
. Hak

Pasal 7

yang berwajib

Setlap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang la-

Pasal 5 8§

yak sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya.

I'4 . .
Setiap Pegawai Negeri berhak atas cutil.

Pasal




w

(1}

(2}

(3)

rat

Pasal Q

Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kece-
lakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban-
nya, berhak memperoleh perawatan.

Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani
atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas
kewajibannya yang mengakibatkannya tidak dapat beker-
ja lagi dalam jabatan apapun Jugd berhak memperoleh
tunjangan.

Setiap Pegawai Negeri yang tewasi'keluaxganya berhak
memperoleh uang duka.

Pasal 10

Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-sya-
yang ditentukan, berhak atas pensiun.

Bagian Keempat
Pejabat Negara

Pasal 11

Seorang Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat

Negara, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan or-
. ganiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan
statusnya sebagai Pegawai Negeri. -

(1)

B AB I1Y
PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Pertama
Tujuan Pembinaan

Pasal - 12

Pembinaan Pegawai Negeri 8ipil diarahkan untuk menja-
min penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan



secara berdaya guna dan berhasil guna.

(2) Pembinaan yang dimaksud dalam ayat . (1) pasal ini di-
laksanakan berdasarkan sistim karier dan sistim pres-

tasi kerja.

Bagian Kedua
Kebijaksanaan Pembinaan

Pasai 13

Kebijaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara
menyeluruh berada di tangan Presiden.

Pasal 14

Untuk lebih meningkatkan pembinaan, keutuhan, dan ke-
kompakan serta dalam rangka usaha menjamin kesetiaan dan
ketaatan penuh seluruh Pegawai Negeri Sipil terhadap Pan-
casila, Undapg-undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah,
perlu dipupuk dan dikembangkan jiwa korps yang bulat di
kalangan Pegawai Negeri Sipil. '

- Bagian Ketiga
Formasi dan Pengadaan

Pasal 15

Jumlah dan susunan paﬁgkat Pegawai Negeri Sipil yang
diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu
tertentu berdasarkan denis, sifat, dan beban kerja yvang

harus dilaksanakan.



Pasal 16

{1) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk meng151

formasi.

{2) Setiap Harga Negamayang memenuhi syarat- syarat yang
ditentukan, mempunyai \esempatan yang sama untuk me-
lamar menjadi Pegawai Negeri olpll.

Apabila pelamar yang dimaksud dalam ayat (2} pasal
ini diterima, maka ia harus melalui masa percobaan
dan selama masa percobaan itu berstatus qebagal ca-

Fane
"
p—

len Pegawai Negerl Bipil.

(4) Calon Pegawal Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai
Negeri Sipil setelah melalui masa percobaan sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun dan selama-lamanya 2 (dua)

tahun.

Bagian Keempat
Kepangkatan, Jabatan, Pengangkatan, Pemindahan,
dan Pemberhentian.

Pasal 17

(1) Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam pangkat dan ja-
batan tertentu.

{2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam sesuatu jabatan
dilaksanakan dengan memperhatikan Jenjanp pangkat yang
ditetapkan untuk jabatan itu.

Pasal 18-

{1) Pemberidn kenaikan panﬂkai dllaksaﬁakan berdasarkan
s$istin kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat
pilihan, ' '

(2) Setiap Pegawai Negeri Sipii yang memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan, berhak atas kenaikan pangkat reguler.

(3) Pemberian

........



{3) Temberian kenaikan pangkat pilihan adalah pengharéa-
gn atas prestasi kerja Pegawai Negerl Slpll yang her-

sangkutan.

VI

(4} Syarat-syarat Kenaikan pangkat reguler adalah presta-
si kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdlan, peng—
alaman, dan svarat-syarat obyektip lainnya. J

{5) Kenmaikan pangkat pilihan, disamping harus memenubil
syarat-syarat yang dimaksud dalam ayat (4j'pasal ini,
harus pula didassrkan atas jabatan yang dipangkunya
dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan.

(6) Pegawal Negeri Sipil yeng tewss dlbexlkan kenaikan
n

e

angkat setingkat lebih tinggi sgcara anumerta.

Pasal 19

Pengangkatan dalem jebatan didasarkan atas prestasi
kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman,
dzpat dipercoys, serts syarat-syarat obvektﬂp lainnya.

Pasal 20

-f!‘-

ntuk lebih menjamin obyektipitas dalam mempertimbang—
kan dan menetzpkan. kenaikan pangkat dan pengangkatan da-
lam isbatan diadskan daftar penilaian pel axsanaan pekeria-
an can daftar urut kepangkatan.

Pasal 21

Untux kepentingan pelaksanaan tugas bagi Pegawai Nego-

ri Sipil tevtentu ditetapkan tanda pengenal.

Pasal ..22‘...,f....}”



Pasal 22

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan

dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat. diada-~
kan perpindahan jabatan dan atau perpindahan wilayah

kerja.

(13

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hor-

mat, karena

a. permintaan sendiri ;

b. telah mencapai usia pensiun ;

¢. addnya penyederhanaan organisasi Pemerintah ;

d. tidak cakap jasmani atau rohani séhipgga tidak . da-
pat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri
Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dengan sen-
dirinya dianggap diberhentikan dengan hormat. '

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan

hormat, karena

a. melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sum-
pah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin
Pegawal Negeri Sipil ;

b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ka-
rena dengan sengaja melakukan sesuvatu tindak pidana
kejahatan yang diancam dépgan:hukuman penjara se-
tipggiwtingginya 4 (empat) tahun atau diancamldepgan

hukuman yang lebih berat.

(4)-P¢gawai .......
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(4) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hor-
mat, karena

a. dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan kepu-
tusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hu-
kum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak
pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana keja-
hatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

b. ternyata melakukan penyelewengan terhadap Ideologi
Negara Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, atau
terlibat dalam kegiatan.yang menentang Negara dan

atau Pemerintah.

Pasal . 24

Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan tahanan sementara
oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan
sesuatu tindak pidana kejahatan, dikenakan pemberhentian

sementara.

Pasal 25

Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapat men-
delegasikan sebagian wewenangnya kepada Menteri atau peja- '

bat lain.

Bagian Kelima .
Sumpah, Kode Etik, <dan Peraturan Disiplin

Pasal 26

(1) Setiap calon Pegawai Negeri Sipil péda saat péﬁgéng-
katannya menjadi Pegawvai Negeri 5ipil wajib mepgaﬁgkat

Sumpah/Janji .......



Sumpah/Janji Pegawai Negeri 8ipil menurut agama atau
kepercayaannya kepada Tuhan Yang Mahaesa. A

(2) Susunan kata-kata Sumpah/Janji yang dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut

Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawail Negeri
Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,
‘Undang-undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah ;

QJ—/ bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan
vang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian,
kesadaran, dan tanggungjawab;

bzhwa saya, zkan senantiasa menjunjung tinggi kehor-
matan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawal Negeri,
serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara
daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau go-
longan ;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menu-
rut sifatnya. atau menurut perintah harus saya rahasia-
kan ; ‘

_J bahwa zaya, akan bekerija dengan jujur, tertib, cer-

mat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Pasal 27
Setiap Fegawal Negeri Sipil yang diangkat untuk memnang-
ku sesvpatu jabatan tertentu wajib wmengangkat Sumpah/Janji

Jabatan Nageri,

=
=
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|
| Pasal 28

PecawaiiNegeri Sipil mempun?ai Kode Etik sébagai pe-
doman 51kap, tingkah liaku, dan perbuatan di dalanm dan di
luar kedlnasan

1 FPasal 29

Dengan fidék mengurangi ketentuan dalam peraturan
perundang- undan gan pidana, maka untuk menjamin tata ter-
tib dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan Peraturan
Disiplin Pegawa1 Negeri Sipal.

| Pasal . 30

(1) Pembinaan Jiwa Korps,‘Kode.Etik; dan Peraturan Disi-
plin Ppéawai Negeri Sipil tidak boleh bertentangan
- dengan Pasal-pasal 27 dan 28 Undang-undang Dasar 1945.

| .
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Pasal 28
Undapg-dndang Dasar 1945, akan diatur tersendiri.

Bagian Keenam

\
|
Pendidikan ddn Latihan
) \
| Pasal 31
|
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebe-
sar- bosarnya, diadakan pengaturan pendldlkan serta peng-
sturan dan penyelenggaraan latihan jabatan Pegawai Nege-
Ti Sipil ydng bertujuan untuk meningkatkan pengabd:an,
muti, keahllan, kemampuan, dan ketrampilan.
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Bagian Ketujuh
Kesejahteraan

Pasal . 32

(1):Untuk meningkatkan kegairahan bekerja,,digelepggara-
‘rakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

[2)\Pegawal Vegerl -Sipil dan keluarganya pada waktu sa-
klt atau melahlrkan, berhak memperoleh bantuan pe-

‘rawatan kesehatan.
\

(3) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, keluarga-
nya berhak memperoleh bantuan.

(4) Penyelenggaraan kesejahteraan yaﬁg dimaksud dalam
ayat-ayat (1), (2)., dan (3) pasal ini diatur dan di-
bina oleh Pemerintah.

|
1 Bagian Kedelapan
§ Penghargaan

I

! Pasal 33

i

(1) gepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan
Fesetiaan atau berjasa terhadap Negara atau yang te-
gah‘menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baik-
nya, dapat diberikan penghargaan.

Pewsbargaan vang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini

dapat berupa tandd jasa atau bentuk penghargaan la-
1nny9
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Bagian Kesembilan _
Penyelenggaraan Pembinaan Kepegawaian

Pasal 34

Untuk menjamin kelancaran pembinaan Pegawai Negeri
5ipil, dibentuk badan yang membantu Presiden dalam
mengatur dan menyelenggarakan pembinaan Pegawai Negeri

S51pil,

Bagian Kesepuluh |
Peradilan Kepegawaian

Pasal . 35

Penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilaku-
kan melalui peradilan untuk itu, sebagai bagian dari
Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Bagian Kesebelas
Lain-lain
Pasal . 36
Perincian tentang hal-hal vyang dimaksud dalam Pasal

5 sampal dengan Pasal 35 Undang-undang ini diatur lebih
lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 37

Pembinaan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indo-
nesia diztur dengan peraturan pervundang-undangan tersen-

diri,



(~

B ADB v
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, segala per-
aturan perundang-undangan yang ada di bidang kepegawai-
an yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini,te-
tap berlaku selama belum diadakan yang baru berdasarkan

Undang-undang 'ini.

BAB. VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan
tidak berlaku lagi : '

a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang-Ketentuan—!
ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun
1961 Nomdr 253)

b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Menetapkan.
Undang-undang Darurat tentang Hak Pengaﬁgkatan dan
Pemberhentian Pegawai-pcgawai Republik Indonesia Se-
rikat (Undapg~undang Daruvrat Nomor 25 dan 34 Tahun
1950) sebagai Undang-undang Republik Indomesia (Lem-

baran Negara Talun 1852 Nomox 78) ;

c. Undang-undapg Nomer 28 Tahun 1957 tentang Penetapan
Undang-undang Devurat Nemor 33 Tahun 1957 (Lembaran
Negara Tabun 1957 Nomor 58} tentapg'Menambah Undang-
undang Nomor 21 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1252
Nemor 78) tentang "Menetapkan Undazng-undang Darurat
tentang Hak Pengangkatan <dan Femberhentian Pegawai-

regawal Republik Indonesia Serikat (Undeng-undang



Darurat Nomor 25 dan 34 Tahun 1950) sebagai Unﬁapg—
undang Republik Indenesia, sébagai'Undang - undang
(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 100) ;.

d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1961 tenfang Perubahan
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Hak Meng-
angkat dan Memberhentikan Pegawai Npgeri Sipil (Lem-
baran Negara Tahun 1961 Nomor 259).

Pasal 40

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Un-
dang undang ini, diatur lebih lanJut dengan peraturan
\ perundang-undangan.

'\_/.
Pasal 41
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundang-
kan. |
. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, méme-
rintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penem~
patannya dalam Lembaran Negara Republlk Indonesia.
Disahkan di Jakarta
() pada tanggal 6 Nopember 1974,-
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Oiundangkan di Jakarta ‘ , -
pada tanggal 6 Nopember -1974. - : t.t.d.
MENTERI/SEKRETARIS HEGARA SOEHARTO
REPUBLIK INDONESIA, JENDERAL TNI,
| t.t.d. |

SUDHARMONG, S.H,

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 KOMOR 55,

‘ Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT KABINET Rl
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Pembangunan Nasional terutama tergantung dari kesempurnaan Apa-

PENJELASAN
ATAS |
UNDANG -UNDANG. REPUBLIK INDONESIA
NOMOR '8 TAHUN 1974
TENTANG
POKOK-POKOK ~ KEPEGAWAIAN -

PENJELASAN UMUM

Sebagaimana terlihat sepanjang sejarah, maka kedudukan dan
peranan Pegawai Negeri adalah penting dan menentukan, karena Pe-

gawai Negeri acdalah unsur Aparatur Negara untuk menyelen afakan
. P g Y g8

pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapal tujuan

Nasional.

Tujuan Nasional seperti termaksud di dalam Pembukaan Un-
dang-undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap Bangsa Indone-
sia dan seluruh Tanah Tumpah Darah Indonesia dan memajukan ke-
sejahteraanr umum, mencerdaskan kéhfdupan Bangsa dan ikut melak-
sanakan ketertiban dunia yang berdasarkan'kémér&ekaan;_pérdamai_
an abadi, dan keadilan sosial. ' Tujuan Nasionél tersebut hanya
dapat dlcapal melalui Pembangunan Na51ona1 yang dlxencanakan de-
ngan terarah dan realistis serta dilaksanakan secara bertahap,
bersungguh-sungguh; berdaya guna, dan berhasil guna.

Tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan suatu
maqyaraka; adil dan makmur- yang ‘merata dan berkeselmbangan an- .
tara materiil dan spirituil berdasarkan PancaSLla di dalam wa-
dah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang. merdoka ~berdaulat
dan bersatu, dalam suasana perl kehldupan Bangsa yang aman, ten-
teram, tertib, dan dinamis serta dalam Jlngkuncan pergauian du- -

nia yang merdeka, bersahabat, “ertib, dan damai, - - , |

Kelancaran penyelenggaraan pemerintzhan dan pelaksanaan
ratur Negara dan kesempurnaan Aparatur Negara pada pokoknya

. teyrgantung  .,..0..... e
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tergantung dari kesempurnaan Pegawai Negeri.

Dalam rangka usaha mencapai tujuan Nasional sebagal terse-
but di atas &ipérlukan adanya Pegawai Negéri'yapg penuh kesetia-
an dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Ne-
gara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik,

berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna, bersih, berkwali-

tas tinggi, dan sadar akaq'tapggungjawabnya.seb?gai unsur Apa-
ratur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat. Untuk mewujudkan
Pegawai Negeri sebagai yang dimaksud di atas, maka Pegawai Nege-!
ri perlu dibina dengan sebaik-baiknya .atas dasar sistim karier

dan sistim prestasi kerja.

Sistim karier adalah suatu sistim kepegawaian, dimana un-
tuk pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan yang bersang- :
kutan, sedang dalam pengembangannya lebih lanjut, masa kerja, .=
kesetiaan, pengabdian, dan syarat-syarat obyektip lainnya juga

menentukan.

Sistim prestasi kerja adalah suatu sistim kepegawaian, di-
mana pengangkatan seseorang untuk menduduki sesuatu jabatan
atau untuk naik pangkat didasarkan atas_kgcékapan dan prestasi
yang dicapai oleh pegawal yang diangkat. ~Kecakapan tersebut ha-
rus dibuktikan dengan lulus dalam ujian dinas - dan prestasi '
dibuktikan secdara nyata. ~Sistim prestasi kerja tidak memberi-

kan penghargaan terhadap masa kerja.

Sistim yang dianut dalam Undang~undang ini; bukan hanya
sistim karier dan bukan pula hanya sistim prestasi kerja, teta-
pi adalah perpaduan antara sistim karier dan sistim prestasi
kerja, sehingga dengan demikian unsur-unsur yang baik dari sis-~
tim karier dan sistim prestasi kerja dapat dipadukan secara se-

rasi.

Pegawal ..uicoaan e



Pegawai Negeri bukan saja unsur Aparatur Negara, tetapi ju-

. ga adalah Abdi Negara dan Abdi MaSyarakat,:yang hidup ditengah -

tengah masyarakat ‘dan bekerja untuk kepentingan masyarakat,. oleh
sebab itu dalam melaksanakan pembinaan, Pegawai Negeri bukan sa-
ja dilihat dan diperlakukan sebagai Aparatur Negara tetapi juga
harus dilihat dan diperlakukan sebagai Warga Negara., Hal ini

mengandung pengertian, bahwa dalam melaksanakan pembinaan, hen-
daknya sejauh mungkin.diuséhakan adanya keserasian antara kepen-
tingan dinas dengan kepentingan Pegawai Negeri sebagai perorang- -
an, dengan ketentuan bahwa apabila ada perbedaan antara  kepen-
tingan dinas dan kepentingan Pegawai Negeri'itu.sebagai per- -
orangan, maka kepentingan dinaslah yang diutamakan,

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil perlu diatur secara menyelu-
ruh, yaitu dengan pengaturan pembinaan yang seragam bagi‘segenap
Pegawai Negeri Sipil, baik Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pe-

~gawai Negeri Sipil Daerah, .atau dengan perkataan lain, peraturan

perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat
dengan sendirinya berlaku pula bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah,
kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. De-’
ngan adanya keseragaman pembinaan sebagai terSgbUt.di atas,,ﬁaka
disamping memudahkan penyelenggaraan pembinaan, dapat pula dise-
lenggarakan keseragaman perlakuan dan jaminan kepastian hukum
bagi segenap Pegawai Negeri Sipil. '

Dalam rangka usaha memelihara kewibawaan Pegawai Negeri,
maka tindakan kepolisian terhadap Pegawai Negeri dilakukan  de-
ngan tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berla-
ku. Dalam hubungan ini, apahila seorang ngéwai Negeri diperik-
sa, ditangkap;dan atau ditahan sementara oleh pejabat yang ber-
wajib karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana, maka pe-
jabat yang berwajib tersebut secepat mungkin memberitahukannya

kepada atasan Pegawai Negeri vang bersangkutan.

Sebagai ,,.......... .



Sebagai landasan untuk melaksanakan pembineaan Pegawal Nege-
ri diperiukan adenya suatu Undang-undang yang mengatur tentang
kepegawaian antara lain tenteng kedudukan, kewaiiban, hak, dan

pembinaan Pegawal Nzsgeri.

Jntuk maksud sebagai tersebut di atas, maka Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawal-
an {Lembaran Negara Tahun 196} Nomer 263; dan beberjpa peraturan
pervndang-undangan lainnya yang berhubungan dengan itu dipan-
dang tidak sesuai lagi, olel sebab itu perlu diganti dengan yang

haru.

Pada umumnya, yang dimaksud dengan kepegawaian adalah sega-
la kal-hal mengénai kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinasn Pe-
gawai Negeri. Undang-undang ini disebﬁt‘Undang—undang tentanyg
Pokuk-pokok Kepegawaian, karena dalam Undang~ﬁndang ini diatur
pokok-pbkok mengenai kedudukan, kewajiban, hai, . Adan pembinaan

Pegawal Negeri.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasul -~ 1

Dalam pasal ini ditentukan pengertian beberapa istilah vyang
digunakan dalam Undang-undang ini, dengan maksud agar terdapat
pengertian yang sama tentang arti beberapa istilah yang penting.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas,
Syat (!

a. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adaiah

- Pegawail ....aaceene



.

- Pegawal Negeri Sipil Pusatjygng_gajinya dibekankan
pada Anggaran Pendapataﬂ dan ﬂelanjé'Nggara dan be-
kerja pada Departemen, Lémb;ga Pemerintah Non Depar-
temen, Kesekretariatan Lembaga TertinggigTiﬁggi Ne-

'géra,‘lnsfansi'Vertikal di Daerah-daerah, dan Kepa-
niteraan Pengadilan, : '

- - Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada Perusa-
haan Jawatan.
- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau
dipekerjakan pada Daerah Otonom. ’

- Pegawai Negeri Sipii Pusat yaﬁg berdasarkan sesuatu
pefaturan perundang-undangan diperbantukan atau di-
pekerjakan pada badan lain, seperti Perusahaan Umum,
Yayasan, dan lain-lain. '

- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan
tugas Negara lainnya, seperti Hakim padé Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Tinggi dan -lain-lain,

b. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah ada-
lah Pegawai Negerl Sipil Daerah.Otonom.

c. Organisasi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan,
oleh sebab itu organisasi harus selalu disesuaikan
dengan perkembangan tugas pokok dalam mencapail tujuan.
Berhubung dengan itu ada kemungkinan bahwa arti Pe-

~gawai Negeri Sipil akan berkembang dikemudian hari.

Kemurigkinan. perkembangan itu harus diletakkan landas-

annya dalam Undang-undang ini.

Pasal .3

Rumusan kedudukan Pegawail Negeriisebagai tersebut dalam pa-
sal ini bertolak dari pokok pikiran, bahwa Pemerintah tidak

hanya ......... baes



hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan,. tetapl Juga harus
mampu melaksanakan fung51 pembangunan, atau dengan perkataan laln,
Pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan teta-
pi juga Harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan un- <

tuk- kepentlngan Rakyat banyak.

Agar Pegawal Negeri sebagail unsur Aparatur Negara, Abdi Ne-

~gara, dan Abdi Masyarakat dapat. melaksanakan tugasnya dengan baik,

maka ia harus mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap
Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Nggara, dan Pemerintah, se-
hingga'dengah demikian ﬂapat memusatkan segala perhatian dan pi-
kiran-serta mengarahkan segala daya dan’ tenaganya untuk menye-
lenggarakan tugas pemerlntahan dan pembangunan secara berdaya gu-

na dan berhasil guna.

Kesetiaan dan ketaatan penuh ‘tersebut mengandung pengertlan bah-
wa‘ngawal Negeri berada sepenuhnya di bawah pimpinan Pemerintah.
Hal ini perlu ditegaskan untuk menjamin kesatuan pimpinan dan

~garis pimpinan yang jelas dan tegas. °

Pasal 4

Pada umumnya yang dimaksud dengan kesetiaan dan ketaatan ada-

.lah ‘tekad dan kesanggupan untuk melaksanakan dan mengamalkan se-

suatu yang disetiai atau ditaati dengan penuh kesadaran dan tang-

_gungjawab.

Pegawal Negeri sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara,
dan Abdi Masyarakat wajib setia dan taat kepada Pancasila seba-

~gai Falsafah dan Ideologl Negara, kepada Undang-undang Dasar 1945,

kepada Negara, dan kepada Pemerintah.

.Pada umumnya kesetiaan dan ketaatan timbul dari pengetahuan
dan pemahaman yang mendalam, oleh sebab itu ssetiap Pegawai Nege-
ri wajib mempelajari dan memahami secara mendalam Iéhtapg Panca-
sila, Undang-undang Dasar 1945, Haluan Negara, dan politik Peme-
rintah. ' e

Pasal = . 5 .ieevinnn



Fasal 5

Pegawal Negeri adalah pelaksana peraturan perundang-undangan,

1

oleh sebab itu wajib berusaha agsr setiap peraturan peruyndany-un-

dangar, ditaati oleh masyarakat.

Berhubung dengan “tu setiap Pegawai Negeri berkewajiban untuk
meriberikan contoh yrng baik dalam mentaati dan melaksanakan sega-

1a peraturan peruadang-uudangzn vang berlaku,

Jalzr welaksanakan pedatevan perundang-undangan, pada umumny a
kepadz Pegawail Megeri diberikan tugas kedinasan untuk dilaksana-
kan dengan szebaik-haikaya. Pada pokoknya pemberian tugas kedi-
nasan itu adalal werupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang
dengan hurapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-
baikuya. Berhvbung derngan ity maka setiap Pegawai Negeri wajib
melaksenakan tugas kedinzsan ywng dipercayakan kepadanya dengan

venul pengahdian, kesadaran, dan tanggungjawab.

o)
(5]

Przal 3]
Ayat (1}

Pada umumnya yang dimaksud dsngan "rahasia" adalah renca-

na, kegiatan atau-tindakan yang eakan, sedang atau. telah di-

(o]

lakukan yang dapat mengalkibatkan kerugian yang besar atau
dapat menimbuikan babazya, apabila diberitahukan kepada atau

diketahui olieh orang vang tidak bethak,
g

Rahasia javatsr adalah vahasia mengenai atau yang ada hu-
bungannya dengan jabatan. Pada umumnya rahasia jabatasn dapat
berupa dokumen tertulis, seperti surat, notulen rapat, peta,
dan Zain lain; dapat bherupa rekaman suara dan dapat pula be-
ruvs perintzh ataun keputussn iisan dari seorang atasan. Di-
tisjau dari sudut pentingnya, maka rahasia jabatan itu (-

teartukan tingkatan klasifikasinya, seperti sangat raliasiza,

rahasia, ............



rahasia, konfidensil atau terbatas. Ditinjau dari sudut si-
fatnya, maka ada rahasia jabatan‘yang.sifat kerahasiaannya
terbatas pada waktu tertentu tetapi ada pula rahasia jabat-
an yang sifat kerahasiaannya terus memerus. Apakah sesuatu
rencana, kegiatan atau tindakan bersifat rahasia jabatan,
begitu juga tingkatan klasifikasi dan sampai bilamana hal
itu menjadi rahasia jabatan, harus ditentukan dengan tegas
oleh pimpinan instansi yang bersangkutan. '

Pada umumnya Pegawai Negeri karena jabatan atau pekerja-
annya mengetahui sesuatu rahasia jabatan. Bocornya sesuatu
rahasia jabatan selalu menimbulkan kerhgian'ataﬁ bahaya tex-
hadap Negara. Pada umumnya kebocoran sesuatu rahasia ja-
batan adalah disebabkan oleh dua hal yaitu sengaja dibocor-
kan kepada orang lain .atau karena kelalaian atau tidak/' ku-

- rang hati-hatinya pejabat yang bersangkutan. Apakah kebocor-

an rahasia jabatan itu karena kesengajaan atau karena ke1a~
laian, akibatnya terhadap Negara sama saja, oleh sebab itu
setiap Pegawai Negeri Wwajib menylmpan rahasia jabatan dengan

sebaik-baiknya.

Ayat (2)

Rahasia jabatan hanya'dapat dikemukakan oleh Pegawai Ne-

.geri atau bekas Pegawai Negeri kepada dan atas perlntah pe-

jabat yang berwajlb atas kuasa Undang- undang, umpamanya
atas perintah petugas penyidik dalam rangka penyidikan dan

penuntutan tindak pidana korupsi,

1

Pasal 7

Pada dasarnya setiap Pegawai Negeri beserta keluarganya ha-

rus dapat hidup laygk'dari_gaiinya,_sehingga dengan demikian ia



dapat memusatkan perhatlan dan keglatannya untuk melaksanakan
tugas yang dipercayakan kepadanya '

Gaji adalah sebagai balas jasa .atau penghargaan atas ha-
sil kerja-seséorang.;‘Pada umumnya sistim penggajian dapat di-

. golongkan dalam 2 (dua) sistim, yaitu apa yang- disebut sistim

skala tunggal dan sistim skala ganda,

Yang dimaksud dengan sistim skala tunggal adalah sistim peng-

_gajian yang memberikan gaji- yang sama kepada pegawai yang ber-

pangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat . pe-
kerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggungjawab yang dipikul
dalam melaksanakan pekerjaan dtu.

- Yang dimaksud dengan sistim skala ganda adalah sistim peng-
N—_\"“‘"\\_——\_._,_

_gajian yang menentukan besarnya gaji yang bukan saja dldasarkan

pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang
dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan beratnya . tanggung-
jawab yang dipikul daldm melaksanakan.pekéfjaan itu. -

Selain daripada kedua sistim penggajian yang dlmaksud di
atas, dikenal pula sistim penggajian ketiga, yang biasa dise-
but 'sistim skala gabungan, yang merupakan perpaduan antara sis-
tim skala tunggal dan sistim skala ganda. Dalam sistim skala

_gabungan gaji pokok ditentukan sama bagi Pegawai Negeri  yang

berpangkat sama, dlsamplng itu diberikan tunjangan kepada pe-

. gawai yang memikul tanggungjawab . yang berat,: mencapal presta-

si yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya
memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan temaga  secara

terus menerus.

Sistim skala ganda dan sistim skala gabungan hanya mungkin
dapat dllaksanakan dengan memuaskan apabila sudah ada analisa,

klasifikasi ...... PO



\_/)

klasifikasi,_dan evaludsi jabatan/pekerjaan ygngliengkap.f

Pasal imni bermakSud meletakkan landasan menuju'sistim
penggajlan berdasarkan s1st1m skala ganda atau sistim skala

~gabungan dikemudian hari apablla keadaan sudah memungklnkan

Dalam menentukan besarnya gaji harus mempefhailkdn kemam-"
puan keuangan Negara. Selain darlpada itu, harus pula -diper-
hatikan keadaan tempat dimana Pegawal Ngger; itu dipekerjakan.

Pasal 8 .

4

Yang dimaksud dengan cuti adalah tldak masuk kerja yang
diijinkan dalam jangka waktu tertentu “Dalam rangk1 usaha un-
tuk menjamin kesegaran jasmani. dan rohanl serta untuk kepen~'
tingan Pegawai Negeri perlu diatur pemberlan cutl -

Cuti Pegawai- Nggerl terdiri- darl, cutl tghunan cutizgéklf:_
cuti karena alasan penting, cuti besar cuti %ersalln dan cu-
ti di luar tanggungan Negarab ‘ ‘

Cuti besar dapat'digunakan oleh Pegawai Nggérifyang " ber- -
sangkutan untuk memenuhi kewajlban agama seperﬁi menunaikan |
1badah haji. ) | | .

Pasal 9

Ayat (1) N
Dalam menjalankan tugas kewajlban selalu ada kemungkxn—‘

an bahwa Pegawai Negeril menghadapl risiko. Apablla,seogangv
Pegawai Negeri ﬁengalami kedelakaan'dalam dan kareﬁa‘méﬁjaw'
lankan tugas kewajlbannya maka ia berhak mempeloleh pera-
watan dan segala blaya perawatan itu dltanggung oleh. hega
ral . :
Ayat (2) _

Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu'kécelak@an



@

dalam dan karena menjalankan tugas keWajibannya yang menga-
kibatkan ia menderita cacad jasmani atau cacad rohanl yang
mengakibatkan ia tidak dapat bePerJa lagi dalam Jabatan
apapun juga, berdasarkan keterangan dari Majelis . Pengujl
Kesehatan Pegawai Negerl atau Dokter Penguji Tersendiri
maka disamping pensiun yang berhak diterimanya, kepddany'
diberikan tunjangan bulanan yang memungkinkan dapat hldup
dengan layak

Avat (3)

- Yang dimaksud dengan tewas, ialah

+,

1. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewa-
jibannya B
2. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya

dengan dlnasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan
menlnggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewa-

jibannya ;

. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau
cacad jasmani atau cacad rohani vang didapat dalam dan ka-

A

rena menjalankan tugas kewajibannya ;

4. meninggai dunia karena perbuatan anasir yang tidak - ber-
tanggungjawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap
anasir itu.

Kepada istéri/suami dan atau anak Pegawai Negeri yang

tewas diberikan uang duka vyang diterimakan sekaligus. Pem-
berian uang duka ~yang dimaksud tidak mengurangi pen51un

dan hak-hak lainnya yang berhak diterimanya berdasarkan

peraturan perundang- undangan yang‘bellaku.

Pasal = 106 ,.........



Pasal 10

Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa ter-
hadap Pegawai Negeri yang telab bertahun-tahun mengabdikan @i -
rinya kepada Negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban
dari setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan un-
tuk ini setiap Pegawai Negeri wajib menjadi peserta dari sesua-
tu badan asuransi sgsial yang dibentuk oleh Pemerintah. Karena
pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga ada-
lah sebagai balas jasa, maka Pemerintah memberikan - sumbangannya
kepada Pegawai Negeri. Iuran pensiun Pegawai Negeri dan sumbang-
an Pemerintah tersebut dipupuk dan dilola oleh badan asuransi

sosial.

Pasal 11
Yang dimaksud dengan Pejabat Negara ialah
1. Presiden dan Wakil Presiden ;
2. Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat ;
3. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan ;
4. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung ;
5. Anggota Dewan Pertimbangan Agung ; '
6. Menteri ;

7. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang
berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa

Penuh ;
8. Gubernur Kepala Daerah ;
9. Bupati Kepala Daerah/Walikotamddya Kepala Daerah ;

10. Pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan,

Urutan ..........



./

Urutan Pejabat Negara sebagai tersebut di atas tidak berar-
ti urutan tingkatan kedudukan dari pejabat tersebut.

Pegawai_Nggeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara, dibe -
baskan untuk sementara waktu dari jabatan organikﬂya selama men-
jadi Pejabat Negara, kecuali Ketua, Wakil Ketﬁa, Ketua Muda, dan
Hakim Mahkamah Agung. P@gawai Negeri tersebut secara admimistra-
tip tetap berada pada Departemen/Lembaga yang bersangkutan dan
ia dapat naik pangkat‘sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku tanpa terikat pada formasi. | '

' Apabila Pegawai Negeri yang bersangkutan berhenti sebagai
Pejabat Negara, maka jia kembali kepada Departemen/Lembaga yang

bersangkutan.

Pasal 12
Ayat (1)

Agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugdsnya se-
cara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur peni-
binaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh, yaitu suatu
pengaturan pembinaan.yang berlaku baik bagi Pegawail Negeri
Sipil Pusat maupun bagi Pegawail Negeri Sipil Daerah. Dengan
demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pe-

_gawal Negeri Sipil Pusat dengan sendirinya berlaku pula ba-
g1 Pegawai Negeri Sipil Daerah, kecuali ditentukan lain da-
lam peraturan perundang-undangan.

Selain daripada itu perlu dilaksanakan usaha penertibaﬁ
dan pembinaén Aparatur Negara yang meliputi beik struktur,
prosedur kerja, kepegawaian maupun sarana, dan fasilitas
kerja, sehingga keseluruhan Aparatuf Negara baik di tingkat



R

Pusat maupun di tingkat’Dgerah; benér—benar merupakan apara-
tur yang ampuh; berwibawa, kuat, berdaya guna, béfhasil_guﬁa,
bersih, penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila,
Undang-undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah. Keseluruh-
an Aparatur Negara tersebut diisi oleh tenaga yang ahli, .
mémpu menjalankan tugas di bidang masing-masing, dan hanya
mengabdikan diri kepada ‘kepentingan Negara dan’RakyatQ

Ayat (2)

Dalam rangka usaha untuk meningkétkan mutu -dan kétrampil—
an serta memupuk kegairahan bekerja, maka perlu . dilaksanakan
pembinaan Pegawai Negeri Sipil deﬁgan sebaik-baiknya atas
dasar sistim karier dan sistim prestasi kerja, . sehingga de-
ngan demikian dapat dikembangkan bakat dan kemampuan _yang
ada pada diri masingémaéing Pegawai Negeri Sipil secara wa-
jar.

Untuk dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil ~guna
yang sebesar-besarnya, maka sistim pembinaan karier yang ha-
rus ‘dilaksanakan adalah sistim pembinaan karieriltértutup
dalam arti Negara, dengan tidak menutup kemungkinan adanya
sistim pembinaan karier terbuka untuk jabatan tertentu apa-
bila perlu untuk kepentingan Negara.

Pada umumnya yang dimaksud dengan

- Sistim karier tertutup adalah bahwa pangkat dan jabatan
yang ada dalam sesuatu organisasi hanya dapat diduduki
oleh pegawai yang telah ada dalam organisasi itu, tetapi
tertutup bagi orang luar,

- Sistim karier terbuka adalah bahwa pangkat dan jabatan
dalam sesuatu organisasi dapat diduduki cleh orang luar
dari organisasi itu asalkan ia mempunyai kecakapan yang
diperlukan, tanpa melalui pengangkatan sebagai calon pe-

gawai,



Dengan sistim karier tertutup dalam arti Negara, maka
dimungkinkan perpindahan Pegawai Negeri dari Departemen /
Lembaga yang satu ke Departemen/Lembaga yang lain atau da-
ri Propinsi yang. satu ke Propinsi yang iain, terutama un-
tuk menduduki'jabatan-jabatan yang bersifat managerial.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan

pembangunan, sangat diperlukan adanya tenaga-tenaga = yang
ahli dan cakap, dan tenaga ahli yang diperlukan itu,  pada

-suatu saat mungkin tidak terdapat di kalangan Pegawai Nege-

ri. Apabila képentingan Negara sangat mendesak, maka tena-

F“_J . ga ahli dari luar Pegawai Negeri dapat diangkat untuk men -
duduki suatu jabatan Negeri dan kepadanya diberikan pangkat .
Pegawai Negeri. Pengangkatan tenaga ahli untuk menduduki
jabatan Negeri adalah sangat selektip dan pelaksanaannya
] menjadi kewenanggn Presiden. ‘ '
Pasal 15
Presiden sebagai Kepala Pemerintahan adalah pembina terting-
gi dari seluruh Pegawai Négeri Sipil, baik Pegawai Negeri Sipil
Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- Untuk dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besar-
{:} nya serta untuk dapat diwujudkan keseragaman di dalam pembinaan

maka Presiden menentukan kebijaksanaan pemblnaan Pegawai Negerl

Sipil secara keseluruhan.

Pasal 14 ... ...,



Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Formasi .adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai
Negeri Sipil yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas po-
kok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Jumlah Pegawai Negeri Sipillyang diperlukan adalah berdasar-
kan beban kerja yang dipikulkan pada sesuatu organisasi.

Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan, oleh sebab
itu organisasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tu-

. gas pokok. Karena tugas pokok dapat berkembang dari waktu ke

waktu, maka jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan haruslah
disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan formasi adalah je-
nis, sifat, dan beban kerja yang dibebankan pada sesuatu orga-
nisasi serta jenjang dan jumlah pangkat dan jabatan yang terse-
dia dalam suatu organisasi. Selain daripada itu perlu; pula di-
perhatikan tentang prinsip pelaksanaan pekerjaan dan alat yang
tersedia.

Pada umumnya makin tinggi mutu peralatan dan tersedia dalam jum-
lah yang cukup, makin sedikitlah Pegawai Negeri Sipil yang di-
perlukan.

Formasi sesuatu organisasi pada umumnya ditinjau'sekali 5

{(1lima) tahun, karena dalam jangka waktu tersebut terdapat kemung-
kinan adanya perkembangan tugas pokok.
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Pasal 16

Ayat (1)

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi for-
masi yang lowong. Lowongnya formasi dalam sesuatu oxganisa—
si pada umumnya disébébkan oleh dua hal, yaitu adanya Pega-
wai Negeri Sipil yang keluar karema berhenti, atau adanya
perluasan organisasi Karena pengadaan Pegawai Neger1 Sipil
adalah untuk mengisi formasi yang lowong maka penerimaan
Pegawai Negeri Sipil harus berdasarkan kebutuhan.

Ayat (2) 7 .
Setiap Warganegara yang memenuhi syirat syarat yang di-
tentukan dalam peraturan perundang-undangan mempunyai ke-
sempatan yang sama untuk melamar menjadl Pegawal Negeri Si-
pil. Hal ini berarti bahwa pepgadaan Pegawai Negeri Sipil
harus didasarkan semata-mata atas syarat-syarat obyektip
yang telah ditentukan dan tidak boleh didasarkan atas go-

longan, agama dtau daerah.

Ayat (3) .

Setiap pelamar yang diterima harus melalui masa percoba-
an dan selama masa percobaan itu ia berstatus sebagai calon .
Pegawai Negeri Sipil. Selsma dalam masa percobaan, kepada
calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan-diberikan gaji
pokok dan penghasilan lain menurut peraturan perundang-un-

dangan yang berlaku.

Ayat  (4) | - ‘

Lamanya masa percobaan adalah sekurang-kurangnya 1 (sa-
tu) tahun dan selama?lamanya 2 (dua) tahun. Apabila dalam
nasa percobaan itu ia dipandang tidak cakap, maka ia dike-
luarkan dan apablla cakap dlangkat menjadi Pegawa1 Negeri
Sipil. Calon Pegawai Negeri Slpll yang dalam waktu. 1 (sa-
tu) tabun telah memenuhi syavat-syarat yang diperlukan, de-

ngan segera diangk&t menjadi Pegawai Negeri Sipil,

. Pasal 17 oo,



Pasal 17
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pangkat adalah kedudukan yang menun--
jukkan tingkat seseorang Pegawdi Negeri Sipil dalam rangkai -
an susunan Kkepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggaji-
an. '

- Yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menun-

jukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pega-
wai Negeri Sipil dalam rangka susunan suatu satuan organisasi,

&«j Pengertian jabatan dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, ya-
itu sudut strukturil dan sudut fungsionil,

Jabatan dari sudut strukturil adalah jabatan yang secara
tegas ada dalam struktur organisasi, seperti Sekretaris Jen-
deral, Direktur, Kepala Seksi, dan lain-lain.

Jabatan dari sudut fungsionil adalah jabatan yang ditin-
jau dari sudut fungsinya dalam suatu satuan organisasi, se-
perti Peneliti, Dokter Ahli Penyakit Jantung, Juru Ukur dan

lain-lain yang serupa dengan itu.

1

Pegawai Negeri Sipil diangkat'dalam suatu péngkat dan
suatu jabatan tertentu sesuzi dengan kecakapan, pengabdian,
: dan prestasi kerjanya menurut peraturan perundang- undangan
N ,
vang berlaku,
Ayat (2)

Dalam rangka pelaksanaan sistim karier dan 51st1m pres-
tasi kerja maka harus ada pengkaitan yang erat . antara ke-
pangkatan dan Jabatan, atau dengan perkataan lain perlu adanya

pengaturan ........,.,



pengaturan tejntang jenjang kepangkatan pada setiap jabatan,

Pegawai Negeri Sipil yang dlangkat dalam suatu jabatan
pangkatnya harus sesuai dengan pangkat yang ditetapkan un-

i

tuk jabatan itu.

Dalam jabatan strukturil, Pegawai Negeri Sipil yang
berpangkst lebjh rendah tidak dapat membawahi langsung Pe-
gawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih tinggi.

Pasal 18 .

Ayat (1)

Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sis-
tim kenaikan pangkat reguler dan sistim kenalkan pangkat .
pilihan, '

Yang dimaksud dengan kenaikan pangkat reguler  adalah

~apabila seorang Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat-.

syarat yang ditentukan dapat dinaikkan pangka;nya tanpa ter-
ikat pada jabatan. Kenaikan pangkat regulér'ditentukan sam-
pal dengan tingkat pangkat tertentu, umpamanya sampai de-~
ngan IT1/4 PGPS 1968

Yang dlmaksud dengan kenaikan pangkat pilihan adalah ke-
naikan pangkat ‘yang disamping harus memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan juga harus ada jabatan, atau dengan perka-
taan lain, walaupun seorang ngawéi Negeri Sipil telah me-
menuhi syarat-syarat umum untuk kenaikan pangkat,  tetapi
jabatannya tidak sesuai untuk pangkat itu, maka ia  belum
dapat dinaikkan pangkatnya. "Tingkat pangkat untuk'keﬂaiké
an pangkat pilihan dapat ditentukan umpamanya mulai IV/a
keatas PGPS 1968.

Ayat (2) ;.......
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Ayat (2) .

Kenaikan pangkat reguler adalah merupakan hak, oleh sebab
itu apabila seorang Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi sya-
Tat-syarat yang ditentukan pada dasarnya harus dinaikkan
pangkatnya, kecuali apabila ada alasan yang sah untyk menun-
danya, ‘

Ayat (3)

Kenaikan pangkat pilihan bukan hak, tetapi adalah keper-
cayaan dan penghargaan kepada seseorang Pegawai Negeri Sipil
atas prestasi kerjanya, yakni bagi Pegawai Negeri Sipil yang
telah menunjukkan prestasi kerja yang tinggi ada Kemungkinan
mendapat kenaikan pangkat pilihan.

Ayat (4)

Untuk lebih menjamin obyektlpltas dalam mempertlmbangkan
dan memberikan kenaikan pangkat, maka perlu ditentukan sya-
rat-syarat kenaikan pangkat. Syarat-syarat kenaikan pangkat -
antara lain ialah prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaanm,
pengabdian, pengalaman, jabatan, latihan jabatan, dan sya-
rat-syarat obyektip lainnya. Syarat-syarat kenaikan pang-
kat sebagai tersebut di atas merupakan konsekwensi logis da-
Tl prinsip adanya pengkaitan yang erat antara pangkat dan
jabatan. ‘ | '

Ayat (5)

Dalam setiap organisasi yang sehat, maka makln tinggi
pangkat, makin terbatas 3um1ahnya, oleh sebab itu Pegawai
Negeri 5ipil yang mempunyai kemungkinan untuk mencapai pang-
kat tinggi itu makin terbatas pula.
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Untuk kenaikan pangkat pilihan;_disamping harus dipenuhi
syarat-syarat umum, harus pula didasarkan atas jabatan yang
dipangku oleh Pegawai Negeri Sipil }apg.bersapgRUtan.,

Pegawal Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengikuti pen-
didikan atau latihan jabatan, dalam mempertimbapgkan kenaik-.
an. pangkat, ia dianggap menduduki jabatan yang dipangkupya,
sebelum mengikuti pendidikan atau latihan jabatan tersebut,

Ayat (6) o .
Pemberian kenaikan pangkat setingkat;lebihftinggi.seCara :

anumerta merupakan penghargaan yang diberikan oleh'Pemefin-.
tah kepada Pﬁgéwai Negeri Sipil yang tewas atas pengabdian
dan jasa-jasanya kepada{Negara dan Bangsa. _
Pemberian kenaikan pangkat secara anumerta harus dilaksana-
kan tepat pada waktunya, yaitu diusahakan sebelum Pegawai
Negeri Sipil yang tewas itu dikebumikan. Pangkat - anumerta
ditefapkan berlaku terhitung-muléi tewasnya. Pegawai Negeri

- Sipil yang bersangkutan. Kendikan pangkat anumerta membawa

akibat kenaikan gaji pokok. -

Pasal 19

Prinsip pokok penempatanidalam jabatan adalah‘"menémpatkan
orang yang tepat pada tempat yang tepat". Dalam sistim pembi-
naan karier yang sehat selalu ada pengkaitan yang. erat . antara
jabatan dan pangkat, artinya seorang Pegawal Negeri Sipil yang
ditunjuk menduduki sesuatu jabatan haruslah mempunyai pangkat -
yang sesuai untuk jabatan itu.

d

Pasal 20

Dalam rangka usaha untuk Lebih menjamin obyektipitas dalam
mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat dan pengangkat-

~an dalam jabatan,  maka perlu diadakan daftar penilaian pelakJ

sanaan pekerjaan ( '"'conduite staat"™ ) dan daftar urut

kepangkatan ............



—
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kepangkatan C"ranglijst”J; Unsur yang perlu dinilai dalam daf-
tar penilaian pelaksanaan pekerjaan, antara -lain adalah pres--
tasi kerja;_rasa'tapggungjawab,,késbfiaan,"prakafsa,'disiplin,
kerjasama, dan kepemimpinan. Ukuran yang digunakan dalam me-
nentukan daftar urut kepangkatan adalah ketuaan (Senloritas)
dalam pangkat jabatan, pendidikan/latihan jabatan masa kerja,
dan umur.

Pasal 21

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, 'maka bagi Pegawai Ne-

. geri Sipil yang memangku sesuatu Jabatan tertentu yang dalam

menjalankan tugasnya di lapangan periu dengan segera dlkenal

oleh masyarakat umum, perlu dltetapkan tanda pengenal umpama-
nya pejabat Bea dan Cukai, Imlgra51, dan lain-lain yang seru-

pa dengan itu.

Tanda pengenal itu dapat berupa pakaian seragam dan atau
tanda lain yang diperlukan.

Pasal - 22 .

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan ‘dan sebagal
salah satu usaha untuk memperluas pengalaman dan mengembang—
kan bakat, maka perlu diadakan perpindahan jabatan dan perpin-
dahan wilayah kerja bagi Pegawal Negeri Sipil terutama bagi
mereka yang menjabat jabatan pimpinan dengan tidak - merugikan
hak kepegawaiannya., Secara normal, perpindahan jabatan atau
perpindahan w1layah kerja itu dilaksanakan secara tervatur an-
tara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dalam merencanakan
dan melaksanakan, perpindahan wilayah kerja disesuaikan dengan

kemampuan keuangan Negara,

Pasal 237 ..;n..;..;



Pasal 23
‘Ayat (1) _
Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam ayat ini diber-
hentikan dengan hormat dengan mendapat-hak sebagaimana mes-
tinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

a. Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti dengan kemauan
sendiri, pada prinsipnya harus diberhentikan dengan hor-
mat, tetapi apabila kepentingan dinas mendesak, maka per-
mintaan berhenti itu dapat dltolak atau dltunda untuk se-.

Pt

mentara waktu.

.b. Cukup jeIas;

c. Apablla terjadi penyederhanaan organ15a51 Penerintah yang
i ’ mengaklbatkan adanya kelebihan Pegawai Negeri Sipil, maka
Pegawai Negeri 5ipil yang kelebihan itu diusahakan penya-
lurannya ke Instansi lain. Apabila hal ini tidak mungkin,
maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi-
- kan kesempatan untuk mencari. lapangan pekerjaan 1diq,_deJ'
ngan mendapat.hak4hak.penuh'sebagai Pegawai Negeri Sipil. -
selama jangka waktu tertentu.

(”) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan
C,j hormat sebagai akibat penyederhanaan erganisasicPemerin-
tah, diberikan hak-haknya sesuai dengan peraturan perun-

dang-undangan yang berlaku.

d. Pegawai Negeri Sipil yang tidak cakap jasmani atau rohani
berdasarkan keterangan dari Majelis Penguji Kesehatan Pe-
~gawail Negeri atau Dokter Penguji Tersendiri diberhentikan
dengan hormat dengan mendapat hak menurut perdturan per-

undang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)-
Cukup jelas.



Pasal'

23

‘Avat (1)

Pegawai NgQéri.Sipil yang dimaksud dalam ayat ini diber-

hentikan dengan hormat dengan mendapat-hakfsebagaiméné mes-

a.

b.

‘tinya berdasarkan peraturan pﬁrundang-undangan.yang berlaku:

Pegawai Negerl Sipil yang meminta berhenti dengan kemauan
sendiri, péda prinsipnya harus diberhentikan dengan hor-
mat, tetapi apabila kepentingan dinas mendesak, maka per-
mintaan berhenti itu dapat dltolak atan ditunda untuk se-.

mentara waktu.

Cukup jelas.

c. Apablla terjadi penyederhanaan organisasi Pemerintah yang

d'

mengakibatkan adanya kelebihan Pegawai Negeri Sipil, maka
Pegawai Negeri Sipil yang kelebiban itu diusahakan penya-
lurannya ke Instansi lain. Apabila hal ini tidak mungkin,
maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi-

- kan kesempatan untuk mencari. lapangan pekerjaan lain, de-

ngan mendapat hak-hak penuh sebagai Pegawai Negeri Sipil.
selama jangka waktu tertentu.

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan
hormat sebagai akibat penyederhanaan organlsasisPemerln-
‘tah, diberikan hak-haknya sesuai dcngan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku.

Pegawal Negeri Sipil yang tidak cakap jasmani atau rohani

berdasarkan keterangan dari Majelis Penguji Kesehatan Pe-
~gawal Negeri atau Dokter Penguji Tersendiri diberhentikan

dengan hormat dengan mendapat hak menurut perdturan per-

undang-undangan yang berlaku.

Ayat (2).

Cukup jelas.
Ayat (3) ...,



Ayat (3)

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam ayat

ini dapat dilakukan dengan hormat atsu tidak dengan hormat, sa-
tu dan lain Hal tergantung pada pertimbangan pejabat yang ber-
wenang atas berat atau vingannya perbuatan yang dilakukan dan

besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu.

a. Sumpah/Janji Pegavai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Ne-

 geri,dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil wajib' di-

taatli oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Si-
pil yang telah ternyata melanggar Sumpah/Janji atau melang-

. gar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri S5ipil yang berat yang

menurut pertimbangan atasan yang berwenang tidak dapat di-
perbdiki lagi, dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri
Sipil. '

Pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
hukuman penjara 4 (empat) tahun atau diancam'dcngan ancaman
hukuman yang lebih berat adalah merupakan tindak pidana ke-
jahatan yang berat.

Meskipun maksimum ancaman hukuman terhadap sesuatu
tindak pidaﬁa telah ditetapkan, namun hukuman yang dijatﬁh—-
kan/diputuskan oleh hakim tefhadap jenis tindak pidana itu
dapat berbeda-beda sehﬁbuﬁgan dengan berat ringannya tin-
dak pidana yang dilakuken dan atau besar keCiinya akibat -
yang ditimbulkannya. '

Berhubung dengan itu, maks dalam mempertimbangkan apa-
kah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana
kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah
akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat,
haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang

MENGOYONE  wuurvas.n.
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mendorong Pegawa1 Negeri Sipil yang bersangkutan melaku-
kan tindak p1dana kejahatan itu, serta harus pula di-
pertimbangkan berat ringannya keputusan pengadllan yang
dljatuhkan.

Afat (4)

a.

Pada dasarnya jabatan yang diberikan képada seorang
Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan da-
ri Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baik-
nya. Apabila seorang Pegawai Neger1 Sipil dihukum
penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadil-
an yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ka-
rena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabaf—

‘an atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan de-

ngan jabatan atau pekerjaannya, maka Pegawai Negeri

'Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak de-

ngan hormat karena telah menyalah gunakan kepercaya-
an yang diberikan kepadanya, |

. Pegawai Negerl Sipil sebagai unsur Aparatur Negara,

Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat,'yang telah melaku-
kan penyelewengan terhadap Falsafah dan Ideologi Ne-

_gara Pancasila; Undang-undang Dasar 1945, atau terli-

bat dalam kegiatan yang menéntang'Nggara.atau Pemerin-
tah, tidak wajar lagi dipertahankan sebagai Pegawai
Negeri Sipil, oleh sebab itu harus diberhentikan ti-
dak dengan hormat. Perbuatan mana yang merupakan pe-
nyelewengan terhadap Falsafah dan Ideologi Negara
Pancasila, Undang—undang Dasar 1945, atau kegiatan
yang menentang Negara atau Pemerintah dinyatakan/di-
putuskan secara tegas oleh Pemerintah Pusat.



Pasal 24

3

f Untuk menjamin kelancaran pemeriksaan, maka Pegawai Negeri

| Sipil yang dikenakan penahanan sementara oleh pejabat yang ber-

| wajib karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan'

| dikenakan pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara ter-

| sebut adalah pemberhentian sementara dari jabatan,bukan pember-
hentian sementara sebagai Pégawai Negeri Sipil.

Gy Apabila pemeriksaan oleh yang berwajib “telah selesai dan
ternyata bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak ber-
salah, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut direhabilitasikan ter-
hitung sejak ia dikenakan ‘pemberhentian sementara. Rehabilitasi
yang dimaksud mengandung pengertian, bahwa Pegawai Negeri Sipil
a yang bersangkutan dikembalikan pada jabatan semula.

Apabila setelah pemeriksaan oleh Pengadilan telah selesai
dan ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bérsangkutan bersalah
dan oleh sebab itu dihukum penjara atau kﬁrungan berdasarkan ke-
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang te-
tap, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat diberhentikén de-

. ngan memperhatikan ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf b dan ayat
. i }\ {4) huruf a.

Pasal 25

Sesuai dengan prinsip pendelegasian wewenang dan untuk mem-
percepat pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhenti-
an Pegawai Negeri Sipil, maka Presiden dapat mendelegasikan se-
bagian wewenangnya kepada Menteri yang bersangkutan atau peja -

bat lain yang dipandangnya perlu.

Pasal 26 .;;......
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Pasal 26
Ayat (1) -

Sumpah/Janji adalah suatu kesanggupan untuk mentaati ke-
harusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan,
yang diikrarkan dihadapan atasan yang BeTWenapg.menUrut'aga4
ma atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Mahaesa. Karena
Sumpah/Janji itu diikrarkan ﬁenﬁrut‘agama atau kepercayaan-
nya terhadap Tuhan Yang Mahaesa, = maka pada hakekatnya Sum-
prah/Janji itu bukan. saja merupakan keﬁaﬁggupan terhadap‘atasQ
an yang berwenang, tetapi .juga merupakan‘kesanggupan terha-

' dap Tuhan, Ybahwa:yang bersumpah/berjanji>ékan mentaati .sega-
la keharusan dan tidak melakukan segala larangan yang telah
diten'tukan. '

Kepada Pegawail Negefi'Sipil dipercayakan tugas Negara
yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pelak-
sanaan. tugas tersebut diperlukan keikhlasam, kejujuran, dan
tanggungjawab, Sebagai salah satu usaha untuk menjamin pe-
laksanaan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya, maka seti-
ap calon Pegawail Negeri Sipil pada saat pengangkatannya men-
jadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji Pe-

gawai Negeri. Sipil di hadapan watasan yang berwenang menurut
agama atau Kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Mahaesa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal = 27

Pengangkatan'SGOTang Pegawai Negeri Sipil untuk memangku se-
suatu jabatan terutama jabatan yang penting yang mempunyai ruang



lingkup yang luas adalah merupakan kepercayaan yang besar dari
Negara. Dalam melaksanakan tugas itu dipeflukaﬁ pengabdian, ke-
jujuran, keikhlasan, dan tanggungjawab yang besar. Bérhubung
dengan itu, Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk'ménduduki
jabatan tertentu, pada saat pengangkatannya wajib mengangkat
Sumpah/Janji Jabatan Nggefi di hadapan atasan yang berwenang
menurut agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Mahaesa.

Pasal 28 -

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah
laku,dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai
Negeri Sipil. Dengan adanya Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, ma-
ka Pegawal Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Ne-
gara, dan Abdi Masyarakét mempunyai pedoman sikap, tingkah Tlaku,
dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan
hidup sehari-hari.

Dalam Kode Etik Pegawai Negeri Sipil akan digariskan pfinsip-
prinsip, yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut

- Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Kesatuan Republik In-
donesia yang berdasarkan Pancasila, yang bertaqwa kepada Tuhan
Yang Mahaesa, dan bersikap hdrmét~menghdrmati.antéra sesama
Warga Negara yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Mahaesa yang berlainan.

- Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Nega-
ra, dan Abdi Masyarakat, setia dan taat sepenuhnya kepada Pan-
casilé, Undang-undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta
mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan diri sendi-

ri, seseorang atau golongan.

- Pegawal ........... :



- Pegawai Negeri 8ipil menjunjung tinggi kehormatan Negara, Peme-
rintah, dan martabat Pegawai Négefi Sipil, serta'mentaati' se-
~gala pkraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan
perintah-perintah atasan dengan penuh kesadaran, pengabdian, dan
tanggungjawab.

- Pegawai Negeri Sipil memberikan pelayanan terhadap masyarakatﬁ
sebaik~$aiknya sesuai dengan bidang tugasﬁya_maging%masing.

- Pegawai Negeri Sipil tetap memelihara keutuhan, kekompakan,
persatuan, dan kesatuan Negara dan Bangsa Indonesia serta Korps
Pegawai Negeri Sipil. ‘

Karena Kode Etik adalah. pedoman sikap, tingkah laku, dan
perbuatan bag1 Pegawai Negeri Slpll ~maka sanksi terhadap pe—
langgaran Kode Etik adalah sanksi moril.

Pasal 29

Peraturan Disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keha-
rusan, larangan, dan sanksi, apabila keharusan tidak diturut
atau larangan itu-dilanggar. "Untuk menjamin tatatertib dan ke -
lancaran pelaksanaan tugas, maka dengan tidak mengurangi keten-
tuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, diadakan Per-
aturan Disiplin'Pegawai Negeri Sipil. l

Keharusan yang akan dimuat dalam Peraturan Disiplin Pegawal
Negeri Sipil antara lain adalah '

- Menepati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan ke-.
dinasan yang berlaku serta melaksanakan perintah-perintah ke-
din%san yang diberikan é6leh atasan yang berhak. |

- Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta memberikan pe-
layanan yang baik terhadap masyarakaf sesuail dengan bidang tu-
gasnya.

- Menggunakan ...,.



- Menggunakan dan memelihara barang-barang dinas dengan sebaik-
baiknya.
- Bersikap dan bertingkah laku sopan santun. terhadap masyarakat .

sesama Pegawal Negeri Sipil dan terhadap atasan.

~ Dan lain-lain.

Larangan yang akan dimuat dalam Peraturan Disiplin Pegawail

Negeri Sipil antara lain adalah *:
- Menjadi Pegawai Negara Asing tanpa ijin Pemerintah. -
- Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat isebagai Pega-
wal Negeri Sipil,

- Dan lain-lain.

Hukuman yang dapat dijatubkan sebagai sanksi terhadap peiapg—
garan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ialah tegoran lisan, tegoran
tertulis, pernyataan tidzak puas, penundaan kenaikan gaji berkala,

penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemindahan sebagai
hukuman, pembebasan tugas, dan pemberhentian.

Selain daripada keharusan, larangan, dan sanksi, dalam Per-
aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan diatur pula .tentang
pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman - disiplin, tatacara
penjatuhan hukuman diéiplin dan tatacara mengajukan keberatan/
pembelaan, apabila seorang Pegawai Negeri Sipil tidak menerima
hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya.

Pasal 30 .
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...,
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Ayat (2)
Pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945
akan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

Pasal 31

Pengaturan pendidikan serta peﬁgaturan dan penyelenggaraan
latihan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan agar ter-
jamin keserasian pembinaan Pegawai Negeri Sipil.

Pengaturan pendidikén serta pengaturan dan penyelenggaraan
latihan jabatan meliputi kegiatan perencanaan, termasuk peren-
canaan anggaran, penentuan standard, pemberian akreditasi, pe-

nilaian, dan pengawasan.

Di bidang pendidikan hanya meliputi pengaturan, sedang pe-
nyelenggaraannya diserahkan pada badan pendidikan yang  telah
ada. '

Tujuan latihan jabatan antara lain adalah :

- meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan ketrampilan ;

- menciptakan adanya pola berpikir yang sama ;-

- menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik ;
- membinag karier Pegawai Negeri Sipil.

Pada pokoknya latihan jabatan dapat dibagi 2 (dua), yaitu
latihan pra jabatan dan latihan dalam jabatan :

- Latihan pra jabatan ('pre service ‘training") adalah .suatu
latihan yang diberikan kepada calon Pegawai Negeri Sipil, de--
ngan tujuan agar ia dapat trampil melaksanakan tugas = yang

akan dipercayakan kepadanya ;

“L-é_tihan b r v e “ .
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- Latihan dalam jabatan (Fin“sefvice'training”};.adalahjsugtu
latihan yang bertujuan untuk memingkatkan mutu, keahlian,
kemampuan, dan ketrampilan, '

Pasal 32 .

Ayat (1)

Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil diusahakan
secara bertahap sesuai dengan kemampuan, sehingga pada akhir-
nya Pegawai Negeri Sipil dapat memusatkan perhatian sepenuh-
nya untuk melaksanakan tugasnya. Usah@ kesejahteraan yang di-
maksuid meliputi kesejahteraan materiii.dan spirituil,” seperti
jaminan hari tua, bantuan perawatan‘kQSehataﬁ, bantuan kemati-
an, ceramah keagamaan, dan 1ain-lain_yang-sefupa dengan itu.

Ayat-ayat (2) dan (3)

Bantuan perawatan kesehatan dan bantuan kematian adalah
merupakan bagian dari program kesejahteraan Pegawai Negeri
Sipil. ' ‘

Ayat (4)

Penyelenggaraan program kesejahteraan Pegawai Negeri Si-

pil diatur dan dibina oleh Pemerintah Pusat. '

Pasal 33

Ayat tl)

Untuk mendorong dan meningkatkan prgstasi.kerja‘sérta un-
tuk memupuk kesetiaan terhadap Negara, maka kepada Pegawai

I

Negeri. ...... Cerees
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Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan atau telah
berjasa terhadap Negara atau yang telah menunjukkan pres-
tasi kerja yang luar biasa baiknya dapat diberikan penghar-

~gaan oleh Pemerintah,.

Ayat (2)

'Penghargaan yang dimaksud dapat berupa tanda jésa, ke-
naikan pangkat istimewa, atau bentuk penghargaan lainnya, .
seperti’ surat pujian, penghargaan yang berupa materiil,

dan lain-lain,

Pasal 34

Tugas badan yang dimaksud dalam pasallini adalah membantu
Presiden dalam merencanakan, mengatur, dan menyelenggarakan ad-
ministrasi kepegawaian, pendidikan dan latihan jabatan, kesejah-
teraan, menampung dan menyelesaikan masaiah’yapg berkenaan de-
ngan pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai kewajib-
an dan hak Pegawai Negeri Sipil. - ‘

-

Pada waktu sekarang, badan yang menyelenggarakan administra-
si kepegawaian adalah Badan Administrasi Kepegawaian Negara, ba-
dan yang menyelenggarakan pendidikan dan latihan jabatan adalah
antara lain Lembaga Administrasi Negara, sedang badan yang me-
nyelenggarakan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil secara menye-
luruh dan badan yang menyelesaikan masalah yang berkenaan de-
ngan pelaksanaan pefaturan-perundang-undangan mengenaiikewajibu
an dan hak Pegawal Négeri Sipil belum ada.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besar-
nya, maka badan yang membantu Presiden menyelenggarakan pembi-
naan Pegawai Negeri Sipil disesuaikan secara bertahap menurut

~ keadaan.

Pasal 35 e .
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Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 36

Perincian tentang hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 5 sam-
pai dengan Pasal 35 Undang-undang ini diatur lebih lanjut  de-
ngan peraturan perundang-undangan.

~ Pelaksanaan ke&entuan yang dimaksud daxam 'Pasalipasél 10,.
50, dan 35 diatur dengan Undang-undang dan pelaksanaan ketentu-
an yang dimaksud,dalam pasal-pasal lainnya diatur dengan Per-
aturan Pemerintah atau Keputusan Presiden.

Pasal 37
Cukup jelas. |
+Pasal 38

.Pada saat berlakunya Undang-undang ini, sggala‘perafuran per-
undang-undangan yang ada dibiﬂang _kepegawaian yang tidak ber-
tentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku selama belum
diadakan yapg~baru berdasarkan Undang-undang ini, .
umpamanya :

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1970 . tentang Pencabutan Peratnran
Presiden Nomor :2 Tahun 1959 tentang Larangan Kednggotaan Par-
tai-partai Politik Bagi Pejabat Negeri Republik Tndonesia -
(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor' 8}.

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1970 tentang Pengﬁtunahfﬁe-
hidupan Politik Pejabat-pejabat Negéfi dalam rangka Pembinaan
Sistim Kepegawaian Negeri. Republik Indonesia (Lembaran Negara
Tahun 1970 Nomor 9). '

Pasal =~ 39 . ..... e !
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Pasal 39 . *
Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berdasarkan
Undang-undang yang dimaksud dalam pasal ini, tetap berlaku se-
jama belum diadakan penggantinya verdasarkan Undang-undang ini.
Pasal 40 .
*y Cukup jelas.

N ‘
- Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK TNDONESIA NOMOR -3041.



